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KONFLIK TANAH DI INDONESIA♣

Oleh: Suparman Marzuki•

 
”Sak dumuk bathuk, sak nyari bumi” 

”Walau demi sejengkal tanah, nyawa bisa menjadi taruhannya”. 
 
 

1. Pendahuluan 
Pada negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor 

produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk 
negara bersangkutan. Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang 
tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna 
menunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah 
untuk tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan. 

Walapun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, 
tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. 
Di satu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan 
menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok 
manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kepincangan atas 
pemilikan tanah inilah yang membuat seringnya permasalahan tanah di 
negara-negara agraris menjadi salah satu sumber utama destabilisasi politik.  

Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pedesaan merupakan 
faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik 
masyarakat pedesaan di samping kehidupan sosial, ekonomi, dan politik 
masing-masing warga desa itu sendiri. Negara agraris yang mengalami pola 
pemilikan tanahnya pincang dapat dipastikan mengalami proses 
pembangunan  yang lamban, terjadi proses pemelaratan yang berat, terjadi 
krisis motivasi dan kepercayaan diri untuk membangun diri mereka sendiri. 

Pada bagian lain, ketimpangan pemilikan tanah yang memperlihatkan 
secara kontras kehidupan makmur sebagian kecil penduduk pedesaan 
pemilik lahan yang luas dengan mayoritas penduduk desa yang miskin 
merupakan potensi konflik yang tinggi karena tingginya kadar kecemburuan 
sosial dalam masyaralat itu. Hal tersebut sukar dihindarkan karena tanah 
selain merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya juga merupakan aset politik 
bagi si pemilik untuk dapat aktif dalam proses pengambilan keputusan pada 
tingkat desa. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah akan mengalami dua 
jenis kemiskinan sekaligus, yakni kemiskinan ekonomi dan kemiskinan politik. 

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah berusaha untuk menjamin 
adanya pemerataan pemilikan tanah di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 
1960, serta melalui program transmigrasi. Melalui program transmigrasi 
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tersebut, pemerintah memberi kesempatan kepada petani miskin di Jawa, 
Bali dan Lombok untuk memiliki sebidang tanah, tetapi dalam 
perkembangannya, masalah yang muncul bukan lagi bagaimana si miskin 
memperoleh tanah, tetapi bagaimana si pemilik tanah mempertahankan hak 
miliknya dari usaha-usaha pemilik modal yang akan mengambilnya. 

 
2. Sifat Permasalahan tanah di Indonesia 

Apabila dicermati, sifat permasalahan tanah di Indonesia antara 
dekade setelah kemerdekaan hingga akhir 1960-an; dekade 1980 hingga akhir 
Orde Baru serta Pasca Orde Baru terdapat perbedaan, baik yang terkait 
dengan permasalahan tanah itu sendiri maupun posisi atau peran 
pemerintah di dalamnya.  

Dekade setelah kemerdekaan hingga 1960-an, persoalan pertanahan 
adalah masalah yang lebih banyak terjadi di lingkungan pedesaan yang 
dipicu oleh pola hubungan patron-client antara petani pemilik tanah yang 
biasanya memiliki lahan yang sangat luas dengan petani gurem dan buruh 
tani. Konflik tersebut terfokus pada masalah akses seseorang terhadap tanah, 
atau dikenal juga dengan istilah ”land hunger”. Tetapi lapar tanah (land 
hunger) pada era ini bagi mayoritas rakyat miskin lebih karena urusan perut 
(pemenuhan kebutuhan konsumsi), sedang bagi tuan tanah sudah mencakup 
status sosial.  

Peran pemerintah dalam konflik tanah di pedesaan dalam kontek 
hubungan patron-client tersebut, masih cukup netral dan bukan sebagai pihak 
yang tersangkut dalam persoalan itu. Hal tersebut disebabkan karena pola 
kekuasaan era Orde Lama cenderung pada pembangunan bangsa (nation 
building) dalam kontek politik, dan belum menjadikan tanah sebagai bagian 
kebijakan pembangunan ekonomi nasional. 

Dekade 1980-hingga akhir Orde Baru, permasalahan tanah 
berkembang menjadi persoalan antara pemilik modal besar dan atau 
pemerintah melawan pemilik tanah setempat, baik yang ada di desa maupun 
di kota, serta antara pemerintah dan pemilik tanah di kota atau di desa. Isu 
yang memicu konflik juga berubah; dari akses seseorang atau kelompok 
orang atas sebidang tanah, ke konflik yang dipicu oleh penghargaan atau 
ganti rugi yang seharusnya diterima pemilik tanah yang tanahanya akan 
digunakan oleh pemilik modal dan atau pemerintah.  

Pada dekade tersebut, pola konflik pertanahan sangat diwarnai oleh 
peran dominan kekuasaan otoritarian Orde Baru yang bersama pemilik 
modal menjadi pelaku ekonomi yang terus menerus mengambil tanah-tanah 
rakyat dalam jumlah besar atas nama pembangunan. Pemerintah bukan 
pelindung kepentingan rakyat berhadapan dengan pemilik modal, tetapi 
sebaliknya, menekan rekyat melindungi pemilik modal. 

Sebagai pembeli tanah, pemerintah memang berbeda dengan pembeli 
tanah biasa, karena mempunyai kekuatan memaksakan kehendaknya, baik 
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melalui aparatnya, maupun hukum yang menyatakan bahwa negara adalah 
pemilik semua tanah di negeri ini, dan dengan demikian berhak untuk 
”membebaskan” tanah yang dimiliki oleh warganya untuk kepentingan 
umum.1 Dengan demikian, pola konflik agraria (tanah) yang terjadi di 
Indonesia selama Orde Baru adalah konflik struktural. Disebut demikian 
karena terjadinya konflik akibat kebijakan pemerintah, dan yang berkonflik 
bukan antar rakyat dengan rakyat, tetapi rakyat versus pengusaha, rakyat 
versus pemerintah termasuk BUMN. Kasus tanah sepanjang Orde Baru 
ribuan jumlahnya. Database KPA mencatat setidaknya ada 1.753 kasus 
sengketa tanah atau konflik agraria. 

Ciri lain dari konflik agraria struktural adalah penggunaan cara-cara 
penindasan dan penaklukan kepada rakyat. Penindasan ini bersifat fisik, 
seperti intimidasi, teror, kekerasan fisik, pembuldoseran tanah dan tanaman, 
penangkapan, isolasi, dsb. Sedang pola penaklukannya bersifat “ideologis” 
seperti delegitimasi bukti-bukti hak rakyat, penetapan ganti rgusi sepihak, 
manipulasi tanda-tangan rakyat, dicap sebagai PKI atau anti pembangunan, 
dsb.  

Di era Orde Baru, hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal 
diingkari begitu rupa. Pola pengingkaran terhadap hak adat dimulai dari segi 
legal-formal melalui suatu peraturan perundang-undangan sampai pada 
tingkat praktik atas nama'pembangunan'. Walaupun berdasarkan Pasal 2 
ayat 4 UUPA 1960 membolehkan masyarakat adat untuk "melaksanakan hak 
menguasai dari Negara" tetapi dalam peraturan di beberapa sektor seperti 
kehutanan dan pertambangan misalnya memperlihatkan bahwa hak mereka 
dimandulkan bahkan dibekukan. Sebut saja Pasal 2 UU 5/1967 tentang 
Kehutanan membagi dua bagian yaitu "Hutan Negara" dan "Hutan Milik". 
Penjelasan Pasal dua dengan tegas meniadakan hutan milik masyarakat adat 
dengan menyebutkan: Hutan Negara ialah hutan yang tumbuh diatas tanah 
yang bukan tanah milik. Hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah yang 
diberikan kepada Daerah Swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan 
mempunyai status sebagai Hutan Negara. Dengan demikian tidak ada lagi 
hutan marga, hutan daerah, hutan swapraja dan sebagainya. 

Pengingkaran terhadap hak-hak penduduk lokal berawal dari 
kekisruhan pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang diatur dalam 
UUPA 1960. Dalam UU No. 11/1967 tentang pertambangan hak-hak 

                                                 
1 Mengenai Negara sebagai pemilik semua tanah yang ada di Negara ini oleh 

beberapa sarjana telah dipertanyakan kebenaran teoritiknya yang mendasari konsep itu; 
salah satunya adalah Werteim, dalam bukunya: Evolution and Revolution: The Rising Waves of 
Emancipation (1974) menyatakan bahwa konsep itu berasal dari suatu interpretasi yang keliru 
dari Raffles perihal system pemilikan tanah di Indonesia, khususnya di Jawa. Raffles dengan 
salah menginterpretasikan bahwa raja adalah pemilik semua tanah yang ada di pulau Jawa. 
Konsep ini kemudian diadopsi oleh pemerintah colonial dan juga oleh pemerintahan kita 
setelah merdeka. 
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masyarakat adat itu semakin teralienasi. Misalnya pemilik tanah diwajibkan 
memperbolehkan pekerjaan-pekerjaan pemegang kuasa pertambangan di 
atas tanahnya dengan musyawarah dan mufakat. Kata-kata diwajibkan 
dalam ketentuan tersebut, meskipun disertai penegasan harus ada 
musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, tetap memberi pengertian bahwa 
tidak ada pilihan lain bagi pemilik hak atas tanah untuk menolak melepaskan 
haknya pad apemegang kuasa pertambangan. 

Sementara itu, pola konflik pertanahan dekade Orde Baru mulai 
menururn, seiring dengan menguatnya masyarakat sipil. Konflik pertanahan 
pasca Orde Baru berubah menjadi konflik perebutan kembali lahan oleh 
masyarakat petani pemilik tanah, petani penggaraf atau individu-individu 
yang hak milik tanahnya telah dirampas atau dikuasai oleh pengusaha, TNI, 
Polri dan atau pemerintah semasa Orde Baru. 

Kasus-kasus yang terjadi di Awu, Lombok Tengah, NTB, Kasus PLTA 
Sulewana, Poso, Ambon, Alas Tlogo Jawa Timur, di Jawa Tengah dan 
seterusnya adalah beberapa contoh kasus perebutan kembali lahan yang 
terjadi semenjak kejatuhan Soeharto. Peristiwa-peristiwa tersebut 
menguatkan fakta bahwa perpindahan hak atas tanah dalam berbagai bentuk 
di era Orde Baru itu dilakukan secara paksa dengan kekerasan. 
 

3. Perubahan Pola Konflik & Dampaknya Pada Masyarakat Adat 
Perubahan pola konflik tanah yang muncul awal dekade 1980-an itu 

disebabkan oleh dua hal. Pertama, perubahan sifat proyek pembangunan di 
Indonesia dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat ke 
megaproyek yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia. Di 
samping munculnya megaproyek, pembangunan juga membawa apa yang 
disebut dengan ”proyek pembangunan konsumtif” untuk memenuhi kehidupan 
konsumstif kaum elite perkotaan, seperti pembangunan padang golf, 
perumahan mewah, super market, dan sebagainya. Perubahan ini 
menyebabkan pembangunan di Indonesia terjangkit penyakit ”land hunger” 
dalam skala yang luas. Ribuan hektar tanah, tidak terkecuali tanah-tanah 
pertanian potensial yang merupakan tulang punggung kelestarian program 
swasembada pangan di Indonesia dirubah fungsi menjadi lahan 
pembangunan proyek konsumtif dimaksud. 

Kedua, adanya standar ganda di bidang administrasi pertanahan di 
Indonesia. Di samping UU Pokok Agraria 1960 muncul juga berbagai 
Undang-Undang Pokok yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah 
yang dikeluarkan  oleh berbagai departemen yang jiwa dari undang-undang 
itu bertentangan dengan UU PA 1960. Paling sedikit ada empat undang-
undang pokok: (a) Undang-Undang Pokok Pertambangan; (b) Undang-
Undang Pokok Transmigrasi; (c) Undang-Undang Pokok Irigasi; (d) Undang-
Undang Pokok Kehutanan. 
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Undang-Undang Pokok tersebut semuanya bertujuan  untuk 
melindungi kepentingan sektoral, dan dalam pelaksanannya sering 
mengorbankan kepentingan rakyat demi melindungi kepentingan 
departemen/sektoral masing-masing. Penghuni hutan bisa dipindahkan 
(terkadang secara paksa/terpaksa) untuk meninggalkan hutan karena hutan 
itu dinyatakan sebagai hutan lindung oleh Departemen Kehutanan berdasar 
UU Pokok Kehutanan, walaupun yang bersangkutan telah tinggal dalam 
hutan tersebut selama berpuluh-puluh tahun. 

Adanya berbagai Undang-Undang Pokok yang mengatur masalah 
pemanfaatan tanah ini juga menimbulkan pertanyaan di kalangan  
masyarakat siapa sebenarnya yang menjadi administrator pertanahan di 
Indonesia. Badan Pertanahan Nasional-kah atau Departemen-Departemen 
yang memiliki undang-undang pokok tersebut? Begitu pula orang 
mempertanyakan status UU Pokok Agraris 1960, apakah undang-undang 
tersebut masih berlaku ataukah sudah digantikan dengan UU Pokok 
Kehutanan yang lebih menonjol termasuk pengaturan hubungan antara 
masyarakat tepian hutan dengan kelompok pengusah HPH. Bagaimana 
mungkin Undang-undang Pokok Agraria dibatasi wilayah berlakunya di 
negeri ini? Apa dasar hukum atas semua hal ini? 

Pertanyaan dan jawaban demikian seringkali terangkat dalam 
penanganan berbagai kasus atas tanah-tanah adat yang berada dalam 
wilayah yang diakui oleh Departemen Kehutanan sebagai kawasan hutan 
negara. Cukup banyak sarjana hukum di negeri ini yang tidak mengetahui 
dalam prakteknya UUPA tidak berlaku di kawasan hutan (wilayahnya ± 120 
juta hektar ha atau 61% dari luas seluruh daratan Indonesia).  

Realitas pembatasan berlakunya UU adalah fenomena yang tidak 
wajar di negara hukum, apalagi dengan alasan yang tidak jelas. Sejumlah 
pakar hukum agraria menyatakan bahwa pembatasan berlakunya UUPA di 
kawasan hutan terjadi sejak pemerintah Orde Baru berkuasa atau tepatnya 
sejak ditetapkannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 
Kehutanan; sebuah UU yang merupakan bagian dari paket hukum ekonomi 
liberal Indonesia bersama UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan 
dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri. Sejak saat itu UUPA yang 
dirumuskan dengan semangat nasionalisme dan sosialisme serta berbasis 
hukum adat itu praktis dibekukan dengan alasan yang mengada- ada yaitu 
bahwa UUPA merupakan produk komunis.  

Alasan yang disampaikan pemerintahan Soeharto menanggapi 
masalah ini, yaitu: (1) bahwa UU Kehutanan adalah UU yang lebih khusus 
daripada UUPA sehingga berlaku asas lex specialis derogat lex generalis (aturan 
hukum khusus mengesampingkan aturan umum);2 (2) bahwa relasi UUPA 

                                                 
2 UU Kehutanan memang betul merupakan UU yang lebih khusus tetapi UU ini 

tidak mengatur lebih jelas hal-hal yang berkaitan dengan status hak-hak atas tanah di 
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dan UU Kehutanan yang berkembang sekarang merupakan kelanjutan dari 
pola relasi Agrarische Wet 1870 dan Boschordonantie 1927 Stb. 27-221 jo. 28-561 
jo. 31-168 jo. 134-163, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat 
dibuktikan kepemilikannya sebagai eigendom (milik) seseorang merupakan 
tanah negara yang secara acontrario dapat ditafsirkan bahwa semua tanah 
yang dapat dibuktikan kepemilikannya tidak dapat ditetapkan sebagai tanah 
negara, termasuk hutan negara,  dan (3) realitas politik Orde Baru yang 
mengutamakan pertumbuhan ekonomi diatas kepentingan lainnya. 

Apapun alasannya, penguasaan tanah, terutama hutan dengan segala 
isinya di era Soeharto merupakan kebijakan primadona karena dianggap 
sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Pemerintah Orde Baru secara 
sengaja membiarkan tumbuh dan berkembangnya sektor kehutanan 
meskipun harus melanggar hak-hak masyarakat yang tanah-tanahnya 
ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan negara, termasuk 
melanggar peraturan perundangan yang sah yang masih berlaku seperti 
UUPA.3 Bidang kehutanan yang awalnya berupa satu direktorat jenderal di 
bawah naungan Departemen Pertanian berkembang pesat menjadi 
Departemen Kehutanan yang sangat kuat dan berkuasa. Ironisnya kebijakan 
tersebut masih berlanjut sampai sekarang.  

Kondisi demikian tidak memungkinkan dapat dicapainya tujuan 
kepastian hukum bagi rakyat atau suku-suku asli yang pada kenyataannya 
semakin jauh dari jangkauan mereka. Pembatasan berlakunya UUPA yang 
telah berlangsung selama hampir empat dekade dapat dikategorikan sebagai 
tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Diperlukan adanya koreksi atas 
sesat hukum yang telah terjadi selama ini dan pembenahan sistem hukum 
demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat secara 
luas, termasuk di dalamnya hak-hak agraria suku-suku asli. 

 
4. Rekomendasi 

TAP MPR No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam secara eksplisit menyebutkan bahwa 
peraturan perundang undangan yang saling  bertentangan dan berhubungan 
dengan tanah dan penguasaan sumber daya lainnya oleh 
department/instansi sektor haruslah dihentikan, karena pertentangan ini 
menciptakan kemiskinan dan penurunan sumber daya alam. Peraturan 
perundang-undangan ini harus direvisi, dicabut atau diubah menggunakan 
pendekatan holistik. Pada saat yang sama konflik harus diselesaikan melalui 
proses yang adil.  

                                                                                                                                                 
kawasan hutan negara maupun hutan milik sehingga, berkaitan dengan obyek ini, UUPA 
seharusnya tetap berlaku. 
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Selain itu, memahami karakter konflik agraria di Indonesia, maka 
proses-proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan 
konflik tidak memadai untuk  menyelesaikannya. Dibutuhkan lembaga 
khsusu penyelesaian konflik agraria. Karena pada dasarnya yang disebut 
dengan penyelesaian konflik agraria, bukan hanya pembuktian hukum 
formal dari tanah yang dikonflikkan. Melainkan pemenuhan rasa keadilan 
pada korban konflik agraria. Selama ini pihak rakyatlah yang selalu jadi 
korban konflik agraria. Kenapa pemenuhan rasa keadilan ini yang 
didahulukan ? karena proses penggusuran tanah-tanah rakyat yang diikuti 
tindakan kekerasan bukanlah insiden, melainkan sebagai akibat dari 
kebijakan yang dilahirkan di masa lalu. 

Berbagai hal strategis yang bisa dicapai dari lembaga penyelesaian 
konflik agraria ini adalah: 1) memungkinkan rakyat mengadukan tanahnya 
yang dirampas; 2) menguatkan posisi rakyat dalam hal pemilikan tanah, 3) 
memungkinkan rakyat mendapatkan keadilan melalui pemulihan, 
penggantian terhadap kerugian dan hak-haknya yang dirampas oleh proses 
masa lalu, dan 4) memungkinkan satu terobosan hukum yang menjadi pintu 
masuk mendekontruksi atas sistem hukum yang tidak memenuhi rasa 
keadilan rakyat.  
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